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KATA PENGANTAR 

Hal yang manarik untuk diccnnati di pusat-pusat kegiatan bisnis dan ataupun 
di daet·ah tujuan wisata, adalah tersedianya jasa penukaran uang atau lebih 
dikcnal dengan pedagang val uta asing (moiwy changer). Tersedianya berbagai 
jasa penukaran uang terscbut, dilihat dari sudut pandang bisnis, maka semakin 
menguatkan pendapat yang mengemukakan bahwa fungsi uang tidak lagi somata­
mala sebagai ala! bayar, akan tetapi sudah menjadi obyek transaksi bisnis. Bagi 
pihak yang mempunyai naluri bisnis tentu, hal ini merupakan peluang bisnis 
yang cukup menggiurkan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisnis bidang 
pedagang val uta asing, harus memiliki persyaratan tertentu. Untuk menjawab 
pertanyaan ini, perlu dilihat apa landasan hukum untuk mendirikan usaha 
pcrdagangan val uta asing. 

Apabila diperhatikan undang-undang perbankan, tampak bahwa salah satu 
jasa yang dapat dilayani oleh bank umum adalah pcmbclian dan/atau penukaran 
mata uang as in g. Jadi secara nonnative, bagi bank yang telah memenuhi syarat 
yang Ielah ditentukan dapat melayani jasa penukaran nang valuta asing. 
Sedangkan untuk nonbank, bila hendak melakukan kegiatan usaha sebagai 
pcdagang valuta asing harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan, an tara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11 /PBI/ 
2007 Tentang Pedagang Valuta Asing. Dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan 
Pedagang Val uta Asing (money changer) adalah perusahaan yang melakukan 
jual beli nang kertas dan traveler :s cheque. Dalam Pasal 5 disebutkan untuk 
menjalankan kegiatan usaha pedagang val uta asing harus ada izin dari Bank 
Indonesia. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Ten tang 
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Val uta Asing, yang telah beberapa 
kali diubah. Dalam Pas a! 5 ayat (I) disebutkan, Pcrusahaan Pialang hanya 
dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. 
Selanjutnya dalam I' a sal 7 disebutkan : ayat (I) Perusahaan pia lang hants 
berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan 
kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan val uta asing; ayat 
(2) Perusahaan Pia lang hanya dapat didirikan oleh: 

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau 

b. warga negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesia dengan warga 
negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; ayat (3) 
Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum 
asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya 
sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor 
Perusahaan Pialang. 
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Dari ketentuan eli atas, terlihat bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha eli 
bidang us aha perdagangan val uta asing harus ada ij in dari otoritas moneter 
dalam hal ini bank Indonesia. Untuk memahami Jebih saksama ten tang pedagang 
val uta asing, maka disusun dalam bentuk himpunan buku. Semoga berman faa!. 

r:v , KATAPENGANTAR 

Bandung, Medio Nopember 2008 

Penghimpun, 

Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H 
Advokat/Dosen 
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l'ERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 5 I 5 I l'BI I 2003 

TENTANG 

l'ERUSAHAAN l'IALANG 
l'ASAR UANG RlJI>JAII DAN VAL UTA ASING 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

Mcnimbang : 

a. bahwa pengembangan pasar uang Rupiah dan valula asing secara lerpaclu 
dipcrlukan untuk meningkalkan efeklivilas kebijaksanaan di bidang moneler, 
pcrbankan dan devisa, scrta cfisicnsi pelaksanaan transaksi pasar uang 
Rupiah dan valula asing; 

b. bahwa dalam upaya lurutmemclihara dan mendukung pencapaian slabilisasi 
nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valula asing sebagai 
lembaga penunjang seklor keuangan memiliki peranan yang cukup stralegis; 

c. bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka pcrlu 
dilakukan pcnyesuaian lerhadap peranan pialang pasar uang dalam melak­
sanakan kegiatan jasa pcrantara di dalam pasar uang Rnpiah dan val uta 
asing tennasuk kegiatan jasa perantara untuk Sural Utang Negara; 

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebul maka ketentuan tentang perusa­
haan pia lang pasar uang Rupiah dan val uta asing perlu dialnr kembali dalam 
Pcraturan Bank Indonesia lentang perusahaan pialang pasar nang Rupiah 
dan val uta asing; 

Mcngingat : 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (L,embaran 
Ncgara Republik Indonesia "L1hun 1992 Nom or 31, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3472) sebagaimana Ielah diubah dengan Undang-undang 
Nomor l 0 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia "L1hun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3790); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia (Lembaran 
Ncgara I'l.cpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Ncgara Nomor 3843); 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan 
Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 1999 
Nom or 67, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3844); 
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4. Unclang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Sural \Jtang Ncgara 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara No. 4236); 

Mcnctapkan 

M~:MUTUSKAN 

PERATURAN BANK INDONESIA "fENTANG 
PERUSAHAAN P!ALANG PASAR UANG RUPIAH 
DAN VALUTA ASING. 

BAH I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

I. Pcrusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Val uta Asing selanjutnyadiscbut 
Perusahaan Pia!ang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk mc\a­
kukan kcgiatanjasa perantara bagi kcpcntingan nasabahnya eli biclang pasar 
uang Rupiah dan val uta asing dengan mcmperoleh imbalan atas jasanya. 

2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana clitetapkan dalam Undang-undang 
Nomor 7 T~1hun 1992 ten tang Pcrbankan scbagaimana tclah diu bah dcngan 
Undang- undang Nomor I 0 Tahun 1998. 

3. Pcngguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pcrusahaan pia lang 
pasar uang Rupiah clan val uta asing. 

4. Sural Utang Negara (SUN) aclalah sural berharga yang berupa sural pcnga­
kuan utang scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2002 ten tang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbenclaharaan 
Negara dan Obligasi Negara. 

5. Surat Perbendaharaan Ncgara ada!ah Surat Utang Ncgara yang bc1:jangka 
waktu sarnpai dengan !2 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga 
secant diskonto. 

6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang bc1jangka waktu lebih 
dari 12 (dua bclas) bulan dengan kupon dan I atau clcngan pcmbayaran 
bunga secara diskonto. 

7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggungjawab penuh 
ah1s pengurusan perusahaan untuk kcpentingan dan tujuan pcrusahaan scrta 
mewakili perusahaan baik eli dalam maupun eli luar pengadilan scsuai clengan 
kctentuan anggaran clasar. 

8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan 
pcngawasan secant umum dan/atau khusus scrta mcmberikan nasihat 
kepacla Direksi dalam mcnjalankan pcrusahaan pia lang. 

9. Hari aclalah hari kalcndcr kccuali ditctapkan sebagai hari kerja . 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 I 5 I PB!/ 2003 
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BAH II 

BIDANG USAHA 

Pasal 2 

(l) l(cgiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pia lang adalah melakukan 
kcgiatanjasa pcrantara bagi kcpentingan nasabahnya di bidang pasar uang 
Rupiah dan val uta asing. 

(2) Dalam melakukan kegiatan usahanya scbagaimana dimaksud pada aya! 
( 1) pcrusahaan pialang dapat memperoleh imbalan. 

(3) Pengguna jasa Pcrusahaan Pia lang dalam pasar uang Rupiah dan val uta 
asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Sura! Utang 
Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank. 

(4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakanjasa Perusahaan 
Pialm1g. 

Pasal 3 

Perusahaan pia lang hanya dapat mcmberikan jasa pcrantara unt.uk transaksi 
yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun eli pasar val uta asing. 

l'asal 4 

Perusahaan Pialang dilarang: 
a. mclakukan transaksi eli pasar uang Rupiah dan val uta a.sing atas namanya 

scncliri clan atau c\ananya scndiri; 
b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan val uta asing atas nama pcmilik 

Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang 
bcrsangkutan; 

c. mcmberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara 
transaksi Obligasi Negara; 

d. melakukan penyelesaian transaksi (sctclmcn) untuk pcnggunajasa; dan 
e. memberikan informasi nama penggunajasa sebelum transaksi disepakati. 

BAB IH 

l'ERIZINAN 

Hagian Pcrtama 

Pcndirian Perusahaan l'ialang 

l'asal 5 

(!) Pcrusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha 
dengan izin Bank Indonesia. 

(2) Pcmbcrian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua 
tahap: 
a. pcrsctujuan prinsip, yaitu pcrsctqjuanuntuk melakukan persia pan pen­

d irian Perusahaan Pialang; dan 

Himpunan Peraturan Perundang"Undangan ~ 
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b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kcgiatan usaha 
Perusahaan Pialang setclah persiapan sebagaimana dimaksud clalam 
hurufa selesai clilakukan. 

l'asal 6 

Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditctapkan sckurang­
kurangnya scbcsar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah). 

l'asal 7 

(I) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perscroan Terbatas yang 
clidirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang 
pasar uang Rupiah clan val uta asing. 

(2) Perusahaan Pia lang hanya clapat clidirikan oleh: 
a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau 
b. warga negara Indonesia dan atau baclan hokum Indonesia dengan warga 

ncgara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. 

(3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau baclan hukum 
asing sebagaimana climaksucl dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya 
sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) clari modal clisetor 
Pcrusahaan Pialang. 

Bagian Kcdua 

Pcrsetujuan Prinsip dan Izin Usaha 

l'asal 8 

(I) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana climaksud 
clalam Pasal 5 ayat (2) huruf a cliajukan sekurang-kurangnya oleh salah 
satu cal on pcmilik kepacla Bank Indonesia dan waj ib disertai dengan: 
a. rancangan akta pend irian badan hukum, termasuk rancangan anggaran 

dasar yang sekurang-kurangnya memuat : 
I. nama clan tern pat kedudukan; 
2. kcgiatan usaha scbagai Pcrusahaan Pia lang; 
3. permodalan; 
4. kepemilikan; 
5. wcwcnang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komi saris 

serta Direksi; 
b. data kepemilikan berupa daftar cal on pcmegang saham berikut rincian 

besarnya masing-masing kepemilikan saham. 
c. daftar caJon anggota dewan Komisaris clan anggota Direksi, disertai 

dcngan: 
I. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 em; 
2. fotokopi Ianda pen genal bcrupa Kartu Tanda Pcnduduk (lOT) atau 

paspor; 
3. riwayat hid up; 
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4. sural pcrnyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan 
tindakan terce Ia di bidang perbankan~ kcuangan, dan usaha lainnya, 
tidal< pernah dihukum karcna terbukti melakukan tindak pidana 
kcjahatan; 

d. rencana susunan dan struktur organisasi, setta personalia; 

c. reneana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sckurang­
kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi 
ekonomi; 

f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan); 

g. sistem dan prosedur kerja; 

h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) 
dari modal clisetor minimum sebagaimanadimaksud clalam Pasal6, dalam 
bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank 
di Indonesia eli mana deposito ditempatkan, alas nama salah satu caion 
pemilik untuk pend irian Perusahaan Pialangyang bersangkutan; 

(2) Daftar caJon pcmegang saham sebagaimana climaksucl daiam ayat ( 1) huruf 
b: 
a. dalam hal pcrorangan wajib disertai dcngan dokumcn sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4; 

b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan: 

1. akta pend irian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut 
perubahan-perubahan yang tclah mcndapat pcngesahan dari instansi 
berwenang tcnnasuk bagi badan hukum asing scsuai dengan 
ketcntuan yang bcrlaku di negara asal badan hukum tersebut; 

2. dokumen sebagaimana dimaksud daiam ayat (I) huruf c angka 1 
sampai dengan angka 4 dari se1uruh dewan Komisaris dan Direksi 
badan hukum yang bersangkutan; 

3. scluruh struktur kclompok usaha yang terkait dengan Perusahaan 
Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai 
dengan pemilik terakhir. 

Pasal 9 

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana 
dimaksud da1am Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (en am 
puluh) hari setelah dokumen pennohonan ditcrima secara lengkap. 

Pasai 10 

(1) Pcrsetujuan prinsip sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 ayat (2) huruf a 
ber!aku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 
persetujuan prinsip dike1uarkan o1eh Bank Indonesia. 

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebe1um mendapat izin 
usaha. 
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